
 
PROVINSI PAPUA  

 

BUPATI MERAUKE  
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE 
 

NOMOR  14  TAHUN  2014 
 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 

TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN  

KEUANGAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MERAUKE 

 
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan  

penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai 
dengan urusan dan organisasi perangkat daerah; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagaimana terakhir 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

dilakukan perubahan pokok-pokok pengelolaan 
keuangan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Merauke; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 

Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); 

 

2. Undang... 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang... 
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12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

22. Peraturan... 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE 

dan 

BUPATI MERAUKE 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 
TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH. 
 
 

 
Pasal 1... 
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Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 
2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2009 Nomor 2) diubah 
sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan satu 

angka yakni angka 1a, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1a. Gubernur adalah Gubernur Papua. 

2. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga 

teknis daerah, distrik/kecamatan, dan kampong/kelurahan. 

3. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan angka 

baru yaitu angka 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

7a. Kampung atau Desa atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

4. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa 

BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian tugas BUD. 

5. Ketentuan Pasal 1 angka 24  dan angka 25 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

24. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Merauke yang 

terdiri atas satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

25. Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan 

untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

6. Ketentuan... 
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6. Ketentuan Pasal 1 angka 32 dihapus. 

7. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 33 dan angka 34 disisipkan angka  

baru yaitu angka 33a, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

33a. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana 

kerja dan anggaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 

Merauke selaku Bendahara Umum Daerah. 

8. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 60 dan angka 61 disisipkan angka 

baru yaitu angka 60a, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

60a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah 

dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelola Keuangan 
Daerah Kabupaten Merauke selaku Bendahara Umum Daerah. 

9. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 61 dan angka 62 disisipkan angka 

61a dan angka 61b, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

61a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPKD yang 

selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD merupakan dokumen yang 

memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh 

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 

61b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 

disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun 

sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun 

berikutnya. 

10. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 64 dan angka 65 disisipkan angka 

baru yaitu angka 64a, angka 64b, angka 64c, dan angka 64d, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

64a. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali 

(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

langsung. 
 

64b. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 

untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran Iangsung. 

 

 

 

64c. SPP 
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64c. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-

TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 

untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 

melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak 

dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang 

persediaan. 

64d. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas 

dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya 

dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan 

waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh 

PPTK. 

11. Ketentuan Pasal 1 angka 65, angka 66, angka 67, angka 68, dan 

angka 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

65. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan PPKD untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD dan 

SKPKD. 

66. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat 

SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan PPKD untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD 

DPA/DPPA-SKPKD kepada pihak ketiga. 

67. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan PPKD untuk 

penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA/DPPA-

SKPD dan DPA/DPPA-SKPKD yang dipergunakan sebagai uang 

persediaan untuk mendanai kegiatan. 

68. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan PPKD 

untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-

SKPD dan DPA/DPPA-SKPKD yang dananya dipergunakan untuk 

mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

69. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan PPKD 

untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-

SKPD dan DPA/DPPA-SKPKD, karena kebutuhan dananya 

melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

12. Ketentuan... 
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12. Ketentuan Pasal 1 angka 71 dihapus, 

13. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka baru yaitu angka 75, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

75. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 

yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

13. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 2 

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi: 

a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah 

serta melakukan pinjaman; 

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 

c. dihapus; 

d. penerimaan daerah; 

e. pengeluaran daerah; 

f. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang 

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan 

pada perusahaan daerah; dan 

g. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau 

kepentingan umum. 

14. Ketentuan Pasal 3 huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah 
ini meliputi: 

a. asas umum pengelolaan keuangan daerah; 

b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; 
c. struktur APBD; 

d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD/RKA-SKPKD; 
e. penyusunan dan penetapan APBD; 
f. pelaksanaan dan perubahan APBD; 

g. penatausahaan keuangan daerah; 
h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; 

j. pengelolaan kas umum daerah; 
k. pengelolaan piutang daerah; 

l. pengelolaan investasi daerah; 
m. pengelolaan barang milik daerah; 
n. pengelolaan dana cadangan; 

o. pengelolaan utang daerah; 
 

p. pembinaan... 
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q. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; 

r. penyelesaian kerugian daerah; 
s. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; 
t. pengaturan pengelolaan keuangan daerah. 

 

15. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di 
bidang: 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan    APBD; 
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang 

daerah; 
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan 

APBD; 

d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat 
pengawas keuangan daerah; dan 

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas: 

a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah; 
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 

c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, 

DPA-SKPKD/DPPA-SKPKD; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan 
daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 
Bupati. 

(3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab 
atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) kepada Bupati. 
 

16. Ketentuan Pasal 7  ayat (2) diubah, huruf b diubah, huruf f, huruf g, 

huruf h, huruf j, huruf k, huruf m dan huruf n dihapus, serta 
menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 
keuangan daerah; 

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

 
d. melaksanakan... 
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d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; 

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang 

dilimpahkan oleh Bupati. 
 

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas daerah; 

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

f. dihapus; 

g. dihapus; 

h. dihapus; 

i. menetapkan SPD; 

j. dihapus; 

k. dihapus; 

l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman 

atas nama pemerintah daerah; 

m. dihapus; 

n. dihapus; 

o. dihapus; 

p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah; 

q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 

r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang milik daerah. 

(3) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.   

17. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja 

pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. 

(2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas; 

b. menyiapkan SPD; 

c. menerbitkan SP2D; dan 

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah. 

(4) Kuasa.. 
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(4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat 

(3) juga berwewenang: 

a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah 

ditunjuk; 

b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 

c. menyimpan uang daerah; 

d. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/menata usahakan investasi; 

e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 

f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah 

daerah; 

g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 

h. melakukan penagihan piutang daerah. 

(5) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 

kepada BUD. 

18. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan 

SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 

b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas 

nama pemerintah daerah; 

e. melaksanakan 11ystem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah; 

f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 

g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang milik daerah. 

19. Ketentuan Pasal 10 huruf b dan huruf m, diubah, serta menambah 1 

(satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 10 

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai 

tugas dan wewenang: 

a. menyusun RKA-SKPD; 

b. menyusun DPA/DPPA-SKPD; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja; 
 

d. melakukan... 
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d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 

g.  menandatangani SPM; 

h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya; 

i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang 

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; 

m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

 
20. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara 

ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga 
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

 
(1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam 

melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya 

kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. 
 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD. 
 

(2a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja; 

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; 

f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang 

dipimpinnya; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya 

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna 

anggaran/barang. 

(3) Pelimpahan... 
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(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat 

(1) berdasarkan pertimbangan cakupan wilayah, besaran SKPD, 

besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, 

kompetensi jabatan, rentang kendali, dan/atau pertimbangan 

objektif lainnya. 

(5) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan 

tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

21. Ketentuan Pasal 15 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (2a), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ditambah ayat 

yakni ayat (6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 15 

(1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan 

untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD. 

(2) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran 

untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 

pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. 

(2a) Dalam hal Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melimpahkan 

sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran 

/Pengguna Barang, Bupati menetapkan bendahara penerimaan 

pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja 

terkait. 

(3) Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara 

penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) 

adalah pejabat fungsional. 

(4) Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara 

penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu 

dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan 

penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas 

kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang 

pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama 

pribadi. 

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara 

fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 

PPKD selaku BUD. 

(6) Bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara 

pengeluaran pembantu secara fungsional bertanggung jawab atas 

pelaksanaan tugasnya kepada bendahara penerimaan dan/atau 

bendahara pengeluaran. 

22. Ketentuan... 
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22. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan satu ayat yakni ayat (5), sehingga 

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 20 

 
(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 

a. pendapatan daerah; 

b. belanja daerah; dan 

c. pembiayaan daerah. 

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum 

Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan 

hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh Daerah. 

(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 

yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan 

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. 

(4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 

(5) Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf 

c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. 

23. Ketentuan Pasal 22 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1a) 
dan ayat (1b), ayat (2) huruf a diubah, ayat (2) huruf b dihapus, ayat 

(2) huruf e dan huruf g diubah,  dan menambah 8 (delapan) huruf 
yakni huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan 
huruf o, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 22 

 
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf a terdiri atas: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

 

 

(1a) Pajak... 
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(1a) Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 

(1b) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek 

pendapatan  yang  mencakup: 

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah daerah/BUMD; 

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah/BUMN; dan 

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

swasta atau kelompok usaha masyarakat. 
 

(2) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dirinci menurut obyek 

pendapatan yang mencakup: 

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

secara tunai atau  angsuran/cicilan; 

b. dihapus; 

c. jasa giro; 

d. pendapatan bunga; 

e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah; 

f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing; 

g. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau 

jasa oleh daerah; 

h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan; 

i. pendapatan denda pajak; 

j. pendapatan denda retribusi; 

k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

l. pendapatan dari pengembalian; 

m. fasilitas sosial dan fasilitas umum;  

n. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 

dan 

o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

 

24. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 28 

(1) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) terdiri dari: 

a. belanja tidak langsung; dan 
b. belanja langsung. 

(2) Kelompok… 
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(2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak 
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

(3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

 

25. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (7) diubah, 
diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan satu ayat yaitu ayat (7a), 

sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 31 

 
(1) Dihapus. 

(2) Tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, 

tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi 

kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil 

yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 

dinilai melampaui beban kerja normal. 

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai 

negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah 

memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. 

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan 

kerja yang memiliki resiko tinggi. 

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai 

negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan 

khusus dan langka. 

(7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil 

yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi. 

(7a) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian 

uang makan. 

 

(8) Kriteria... 
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(8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

 

26. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (5) diubah, ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4) dihapus, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat 
yakni ayat (4a), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 34 

 
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d digunakan 

untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, 

barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah 

daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi  

kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya. 

(2) Dihapus. 

(3) Dihapus. 

(4) Dihapus. 

(4a)  Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d diberikan 

secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan 

keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

(5) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d peraturan 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
27. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah, dan menambah satu ayat yakni 

ayat (5), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 35 

(1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang 

peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. 

(2) Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

(3) Hibah kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk 

menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan layanan dasar umum. 

(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan 

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan 

pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan 

dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 

(5) Hibah... 
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(6) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran. 

28. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, menambah dua 

ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 36 

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d bersifat 

bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan 

tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. 

(2) dihapus. 

(3) Hibah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak 

mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas 

akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan 

kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, 

tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan. 

29. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan 
ayat (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a), ayat (3) dan ayat (4) 

dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 37 

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e 

digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang 

bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau 

barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang peraturan 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta 

memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2a) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak 

mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak 

wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. 

 

(3) Dihapus... 
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(3) Dihapus. 

(4) Dihapus. 

30. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 38 

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f 

digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber 

dari pendapatan Kabupaten Merauke kepada pemerintah 

kampung/desa atau pendapatan pemerintah Kabupaten Merauke 

kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

 

31. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 39 
 
(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf 

g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang 

bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten Merauke 

kepada pemerintah kampung/desa dan pemerintah daerah 

Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan 

kemampuan keuangan. 

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan 

sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah kampung 

/desa penerima bantuan. 

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan 

/ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Merauke. 

(4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam 

APBD atau anggaran pendapatan dan belanja kampung/desa 

penerima bantuan. 

(5) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis 

belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan 

kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai 

politik penerima bantuan keuangan.  

(6) Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan 

kepada partai politik. 

(5) Ketentuan... 
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32. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 44 

 
(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan 

jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan 

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan 

daerah. 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi 

asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, 

sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, 

sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, 

makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian 

kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, 

perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, 

pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang 

/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. 

 

33. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, dan 

menambahkan satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 45 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 45 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c 

digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat 

lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan. 

(2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga 

beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan /pembangunan aset sampai aset tersebut siap 

digunakan. 

(3) Dihapus. 

(4) Batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar 

pembebanan belanja modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
 
34. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 49... 
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Pasal 49 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan paling 

lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.  

 

35. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 70 

 
(1) SKPD dan SKPKD dilarang melakukan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia 

anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya 

dalam APBD. 

(2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, 

efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

36. Ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga 

pasal 71 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 71 

 
(1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, 

memberitahukan kepada semua kepala SKPD/SKPKD agar 

menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD/SKPKD. 

(2) Rancangan DPA-SKPD/SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, 

kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai     sasaran 

tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja 

serta pendapatan yang diperkirakan. 

(3) Kepala SKPD/SKPKD menyerahkan rancangan DPA-SKPD/ 

SKPKD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 

(enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan. 

37. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 72 
 

(1) Tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi rancangan 

DPA-SKPD/SKPKD bersama-sama dengan kepala SKPD/SKPKD 

yang bersangkutan. 

(2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD/SKPKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima 

belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD. 

(2) Berdasarkan... 
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(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD/SKPKD dengan 

persetujuan Sekretaris Daerah. 

(2) DPA-SKPD/SKPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD/SKPKD yang 

bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. 

(3) DPA-SKPD/SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala 

SKPD/SKPKD selaku pengguna anggaran/barang. 

 

38. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 84 

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD dan SKPKD selaku 

pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani 

tahun anggaran berkenaan. 

 

39. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 98 
 

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 

(1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi 

penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami 

kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh 

persen). 

 
40. Ketentuan Pasal 100 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi 

sebagai berikut:  

 

Pasal 100 

(1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69. 

 

(2) Apabila... 
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(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap 

menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan APBD, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 

dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya 

pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan 

darurat. 

(3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur. 

41. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 105 

(1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan 

mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan 

program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA/DPPA-

SKPD/SKPKD. 

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa 

BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. 

 

42. Ketentuan Pasal 114 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 114 

(1) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi: 

a. prosedur akuntansi penerimaan kas; 

b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; 

c. prosedur akuntansi selain kas. 

(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

43. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 115 

a. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang 

menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan 

pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban dan ekuitas, yang 

berada dalam tanggung jawabnya. 

 

b. Penyelenggaraan… 
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b. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan 

pendapatan, belanja, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, dan 

ekuitas di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan 

sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang 

dikelolanya. 

c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD 

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

d. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang 

memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi 

tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

44. Ketentuan Pasal 116 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diubah, 
dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 116 

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan 

pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas, 

termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. 

(2) PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah 

Kabupaten Merauke sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

(3) Dihapus. 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri 

dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan 

badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

(5) Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Merauke sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan 

SKPD dan SKPKD. 

(6) Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Merauke sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam 

rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

45. Diantara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan satu pasal yakni Pasal 
120A sehingga Pasal 120A berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 120A... 
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Pasal 120A 

Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD sesuai dengan 

Peraturan Menteri bidang Keuangan. 

 

46. Ketentuan Pasal 146 ayat (3) diubah sehingga Pasal 146 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 146 

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 

hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain 

yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan 

kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung 

merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. 

(3) Kepala SKPD/SKPKD dapat segera melakukan tuntutan ganti 

rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD/SKPKD yang 

bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak 

manapun. 

 

47. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 149 

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur 

dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau 

barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan 

bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain 

yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah 

ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-

badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan 

daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan tersendiri. 

48. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 161 

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

49. Ketentuan... 
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49. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 161 

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak 

bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku. 

50. Ketentuan Pasal 164 dihapus. 

51. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 165 

Apabila pemerintah Kabupaten Merauke belum menetapkan RPJMD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka dokumen perencanaan 

daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD. 

 
Pasal II  

  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Merauke. 
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